BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang

1.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bondowoso dan mendapat persetujuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19} sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3.Undang-Undang...



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);
14 .Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155},
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23.Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 5);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau dan
Sangsi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau;

30.Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77
Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2004 Nomor 4 A} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun
2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007
Nomor 4 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014
Nomor 4 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B};

Peraturan Daerah Kabupaten Bendowoso Nomor 16 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

40 .Peraturan...
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40, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri ()
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri
C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

44, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor Tahun 2016 Nomor 1);

45, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowose Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2016 Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

O Q0 TP

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

4. Pendapatan Daerah Rp. 1.945.061.615.767,86

b. Belanja Daerah Rp. 1.992.640.093.664,82

Surplus/(defisit) Rp. (47.578.477.896,96)
€. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Rp. 180.937.198.192,59

- Pengeluaran Rp. 12.000.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp. 168.934.198.192,59
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 121.355.720.295,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

(1} Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.3.600.656.484,33 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.941.460.959.283,53

b. Realisasi Rp. 1.945.061.615.767,86

Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.600.656.484,33

(2) Selisih  anggaran dengan realisasi  belanja  segjumlah  minus
Rp.117.658.660.611,30 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.110.298.754.276,12
b. Realisasi Rp. 1.992.640.093.664,82
Selisih lebih/{kurang) Rp. (117.658.660.611,30])

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.121.259.317.095,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp. (168.837.794.992,59)
b. Realisasi Rp. (47.578.477.896,96)
Selisih lebih/{kurang) Rp. 121.259.317.095,63

(4) Selisih ...
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.96.403.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 180.837.794.992,59
perubahan

b. Realisasi Rp. 180.934.198.192,59
Selisih lebih / (kurang) RP- 96.403.200,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 12.000.000.000,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 12.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp- 0,00

{6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.96.403.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 168.837.794.992,59
b. Realisasi Rp. 168.934.198.192,59

Selisih lebih/(kurang) RP- 96.403.200,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp. 180.318.790.589,66
b. Penggunaan SAL  sebagai Penerimaan RP. 180.318.790.589,66
Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran RP- 121.355.720.295,63
(SiLPA/SiKPA)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 121.355.720.295,63
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO Rp. 1.833.477.664.249 47
b. Beban Rp. 1.598.770.208.239,71
¢. Surplus Kegiatan Operasional Rp. 234.707.456.009,76
d. Defisit Kegiatan Non Operasional Rp. (10.174.209.725,00)
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 224.533.246.284,76
f. Pos Luar Biasa Rp. 0,00
g.  Surplus Rp. 224.533.246.284,76

Pasal 6...
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Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 1.778.930.156.708,69
b. Surplus/Defisit LO Rp. 224.,533.246.284,76
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp. 435.507.288.369,61
Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.439.115.627.255,06
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31
Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.447.998.796.537,10

b.  Jumlah kewajiban Rp. 8.883.169.282,04

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.439.115.627.255,06
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per
31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 180.860.228.555,78

b.  Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp.  376.772.486.529,21

c.  Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non- Rp. (424.350.964.426,17)
keuangan

d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. (11.903.596.800,00)

Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp.  121.355.720.295,63

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat
(1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran,;

Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 ...



Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran [.4

Lampiran I a
Lampiran I
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI a
Lampiran VI b

Lampiran VI ¢
Lampiran VI d

Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran X1

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX
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Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Laporan Realisasi Anggaran basis Akrual

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas Kabupaten,;

Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah (BUD);
Laporan Arus Kas Belanja Operasional Sekolah (BOS);

Laporan Arus Kas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP);

Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
RSUD;

Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir; :
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegitan vang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah;

Pasal 11...



==
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari :

a. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Boaidowoso
pada tanggal 8/Agustus 2017

BUPATI BONDOWOSO, W
&AMIN SAID HUSNI  /

Diundangkan di Bondowosg
pada tanggal 8 Agustus

ARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ﬁ/ M( HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 8

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
199-8/2017



